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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

pahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan 68
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kudus ;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor g Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Iembaran Negara Nomor
3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3890) .

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) |

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) :

6. Peraturan .....



Memperhatikan :
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemenintah

dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

Peraturan: Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman  Organisasi
Perangkat Dacrah ( 1embaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 t
Perundang-undang,
p

ntang Teknik Penyusunan Peraturan

an dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
eraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

9. Keputusan Presiden Nomor §7 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negery Sipil ;

10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal 2 Desember
%\OOOO Nomor 061/34/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
abup

.atcr} Kudus atas Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembag

! a Tcknis Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

+ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN

TATAKERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUDUS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus :
c. Bupati adalah Bupati Kudus ;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak sescorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara ;

f. Jabatan.....
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£ Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak sescorang pegawai negent sipil dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu scrta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Dacrah int dibentuk organisast dan tatakerja Lembaga Teknis
Dacrah.

(2) Lembaga Teknis Dacrah berbentuk Badan dan Kantor.

(3) Lembaga Tcknis Daerah berbentuk Badan sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri
dari :

a. Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah :
b. Badan Pengawasan Fungsional Daerah.

(4) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri
dan :

a. Kantor Pertanahan ;

b. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

¢. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;

d. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup ;

e. Kantor Perhubungan dan Pariwisata ;

f. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;

g. Kantor Pengolahan Data dan Arsip Daerah :

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
1 Kantor Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama
Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi-

Pasal 3

(1) Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan  unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-
tugas Pemerintah Kabupaten di bidang koordinasi perencanaan pembangunan
Daerah.

(2) Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 4

Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dacrah mempunyai fugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang
koordinasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan
Dacrah ini, Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungst :

a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perencanaan
pembangunan daerah ;

b. pengkoordinasian perencanaan, penelitian dan pengembangan  pembangunan
dacrah meliputi pemerintahan,  kesejahteraan masyarakat, perckonomian, sarana
dan prasarana ;

¢ pelayanan penunjang  penyclenggaraan pemerintahan di bidang koordinasi
perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

d.  pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretarat ;

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat :
d. Bidang Ekonomi ;

¢. Bidang Fisik dan Prasarana ;

f Bidang Penclitian dan Pengembangan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah in1.

Paragraf 3
Kepala Badan
Pasal 7
Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

I
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Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 8
Sekretariat mempunvai tugas pokok melaksanakan nembinaan dan pelavanan ichnte
administeasi kepada semua unsur & lingkungan Dadan Koordinasi Pei"neanaai
Pembangunan Dacrah.

Pasal @

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaunana dunaksud Pasal § Peraturan
Daerah ini. Sekretariat mempunya: {ungsi :

-

penyusunan prosram kevja dan pelaporan Badan Foordinast Perencanaan
Pembang man Dacraly

b. pengciolaan admimstrast kepegawatan
¢. pengelolaan adiministrasi keuangan

d. pelaksanaan wusan rumab tangga,  surat menyurat, kearsipan dan
perlengkapan ;

(2]

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin olch scorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Keuangan ;
b. Subbagian Umum.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sckretariat.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan  fugas pengkoordinasian
perencanaan pembangunan  daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Masyarakat.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan
Daerah ini, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai
fungsi :

a. pengkoordinasian ......




(2)

(1)

2)

. pengkoordinasian, penyusunan dan mem

i adukan  rencana pembangunan
Dacerah di bidang pemerintahan dan Kesej

ahteraan masyarakat ;

b. penginventarisasian permasalahan di bid

il ang pemenntahan dan kescjahteraan
masyarakat dalam rangka penyusun

an perencanaan pembangunan daerah ;

¢. pengumpulan data dan pel

‘ : dporan  perencanaan pembangunan di bidang
pemenntahan dan kescjahter

aan masyarakat :

d. pelaksanaan tugas lain ya

ng dibetikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. P T

Exda:lg Pgmerinlahan dan Kescjahteraan Masyarakat dipimpin olch seorang
B:gana Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pasal 13

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masayarakat terdiri dari -

a. Subbidang Pemerintahan :
b, Subbidang Kescjahteraan Masyarakat,

Masing-masing Subbidang sebagaimana terscbut pada ayat (1) dipimpin olch
scorang chala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Paragraf 6

Bidang Ekonomi -

Pasal 14

Bidang Ekonomi vmempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

menyelenggarakan tugas pengkoordinasian perencanaan pembangunan dacrah di
bidang Ekonomi.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan

Daerah mi, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, penyusunan dan memadukan rencana pembangunan
daerah di bidang ckonomi ;

b. penginventarisasian permasalahan di bidang pertanian, pertambangan, energi,
industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan daerah ;

c. pengumpulan data dan pelaporan perencanaan pcmbangunan_ di bidan.g
pertanian, pertambangan, energi, industri, perdagangan, koperasi dan dunia
usaha ;

d. pelaksanaan .....

—
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d. Pelaksanaan ugas

lain y
Pokok dan fungsin

ang, dibenikan olehy Kepala Bad
ya.

an sesuar denpan tugas

(2) Bidang Ekonom; di

( pimpin olch scorang
hcmnggung Jaw

Kepala Bidang vang berada di baw
ab kepada Kepala Bad

ah dan
an,

Pasal 16

(1) Bidang Ekonomi terding dan -
a Subbidnng

Pertanian ¢
b.

ubbi an Pcmmbnngan:
Subbidang Industr, p

crdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha.
(2) I\'Iasing-masing Subbid
scorang Kepal
KNepala Bid

ang sehagaiman
a Subbidang vang
ang Ekonomi.

a fersebut pada

ayat (1) dipmpin olch
berada di bayw

ah dan bertanggung jawab kepada

Paragraf 7
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

y gearakan tugas pen

pokok membantu Kepala Badan dalam
. o gkoordi
bidang Fisik dan Prasarana.

nasian  perencanaan pembangunan dacrah di

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan
Daerah inj, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai funggi :

d. pengkoordinasian, penyusunan dan mémadukan  rencana pembangunan
dacrah di bidang Fisik dan Prasarana ;

penginventarisasian permasalahan di bidan,
lingkungan hidup, pengairan, perhubung
penyusunan perencanaan pembangunan da

g fata ruang, tata guna tanah,

an dan pariwisata dalam rangka
erah ;

¢ pengumpulan data dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang tata
ruang, tata guna tanah, lingkungan hidup, pengairan, perhubungan dan
pariwisata ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesua; dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari -

a. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup ;
b. Subbidang Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata.

(2) Masing-masing .....
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Panal 0
Pidang Penonn
£ enctian gan Pengembangan menipiing.
: b b menyelengparakan tupas penpkoon
aacr, Y \ :
rahedh bidangy penelitian dan pengembangan

Badan dalan

rolueas pol

pokok micmbanty Fepala
masian perencanaan petnbangunan

I"asal 21

(1) Untuk menyelenpgarak

an ugas pokok schapaimana dimaksud p
Dacrah i Had

k] asal 20 Peraturan
ang Penelitian dan Pony

rembangan mempunvai fungs;

a, ny ‘dinact
peny konulm.\sl:m. penyusunan  dan  memadukan rencana pembangunan
dacrah dj bidang Penelitian dan Pengembangan

b > ORI R o g .
punguvxnl.xnsasmn permasalahan di bidang penclitian dan pengembang- an
pemenntahan, pembangunan  ckonom, kesejahtcraan  masyarakat, fisik
prasarana dalam pembangunan dacrah :

¢ Pengumpulan data dan pelaporan perencanaan  pembangunan di bidang
penclitian - pemerintahan, pembangunan ckonomi, kemasyarakatan, fisik
prasarana dalam pembangunan dacrah :

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin olch scorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

(1) Bidang Penclitian dan Pengembangan terdiri dari

a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan | Pembangunan dan
Kesejahteraan Masyarakat ;
b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian .....



Bagian Kedua
Badan Pengawas Fungsional Dacrah
Paragraf | _
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs!
Pasal 23
ah Kabupaten

penunjang Pemerint
K abupatcn di

al merupakan unsut

(1) Badan Pengawas Fungsion :
laksanaan tugas-tugas Pemenntah

Jalam rangka mendukung pe
bidang pengawasan fungsional dacrah

. . P ’ r"n_!’
(2) Badan Peneasvas Fungsional Dacrah  dipimpin olch scorang Fepala I,iﬂd1;1 i hi
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalut Sckretaris Dacer

Pasal 24

pati dalam

ah mempunyat tugas pokok membantu Bu
al dacrah.

Badan Pengawas I ungsional Daer :
Kabupaten di bidang pengawasan fungsion

menyelenggarakan Pemenntahan

Pasal 25

ana dimaksud dalam Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaim am |
acrah mempunyai fungst -

Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Funggional D

ngendalian, pengawasan di

a. perumusan kebijakan tcknis, pelaksanaan dan pe
craan

bidang pemerintahan, aparatur, ckonomi dan pembangunan, kescjaht
masyarakat, kekayaan dan keuangan ;

b. pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur di lingkungan pemerintah

daerah ;

c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau
penyalahgunaan di bidang pemerintahan, aparatur, ekonomi, pembangunan,
kesejahteraan masyarakat, kekayaan dan keuangan ;

d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan
fungsional ;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Fungsional Daerah terdiri dari :
Kepala Badan;

Sekretariat ;

Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kepegawaian ;

Bidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan ;

Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat

Bidang Pengawasan Kekayaan dan Keuangan.

o o o

(2) Bagan .....



1

(‘)) Hﬂ"“] Slmkm C
Tt \ 1§ P
Sehapr Jreanisag Badap Pengawa Fune _
d2aiman, lcrc;m(um dalam amp » P\} : Ungonal e
S Lampirgn Cratuy

an Dacraly ini.

rah  adalah

l’aragmf 3
Kepalg Badan

Pasal 97y
Kepala Badan Mempuny
24 dan 25 p ‘

A tupas pokoy d
Craturan 1

an funpg sehagai .y v
o T tAmana dimaksud () s
acraly ing. edimana dimaksud dalam pagal

I’nragm {4
Hckrclari;n

Pasal g
Sckretariag Mempuny

: at tug,
1strasy Kepada ¢

cmu

. as pokok melaksanakan et ]
admin { Pembing

o an dan pelayanan tcknis
d unsur di lmgklmgan Badan Pengawag Fungsional Daerah

Pasal 29
(1) Untuk rpg‘laksanak:m tugas pokok sebagaimana dimaksud Pagal 73 Peraturan
Daceran i, Sekretarjat mempunyaj fungg; -
4. penyusunan Program kerja dap pelaporan  Badan Pengawas  Fungsional
Daerah:

b. pengelolaan administrag; kepegawaian -
€. pengelolaan administrasi keuangan ;
d.

pelaksanaan urusan

Tumah  tanggg,
perlengkapan :

surat menyurat, kearsipan dan

o

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Scorang Kepala Sckretariat Yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30
(1) Sekretariat terdiri dari -

a. Subbagian Keuangan :
b. Subbagian Umum.

o inimpin oleh
2) Masing-masing Subbagian sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin ole
(2) Masing-

. ZIXI,:GDuIlc '( b kepada
8) o I(epalﬂ Subbaga“ Vang bCrada (h ba“‘all da“ belt o g jawa




Paragral 5

Pidang Pengawasan Pemenntahan d

an Joepegawaal

Pasal 31

i . ugas POKOK
an dan Kepepawaiaf monpunyai VEL 1"1 i
. pengawasd di bidang

Tawasan Pemerintah
ncn_\'clcns_-g:u'akun

Ridang Tent
membantu Kepala Badan datam

nan dan kepegawaian

(ugas

pcmmmu
Pasal 32

- echagai .1 oud Pasal 31 peraturant
(1) Untuk menvelenggarakan gas pokok schagaimana dimaksud 1 .ls'dl G
pemerintahan  dan Kepegawatan mempuil

Dacrah ini, Bidang Pengawasan

fungst -
pemeriksaar, penyusunan potunjuk

pcl'(‘nCﬂnaﬂn . g
bidang pemerintahan dan kepegawaiatt

a pcngkoordinn:i;\n.
pelaksanaan (ugas pemeriksaan di

bidang pcmcrmlahnn

b pcngkoordinasian pemeriksaan terhadap kegiatan di
daerah :
rintahan desa dan

kegiatan peme
ang berlaku -

¢. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap
pembangunan desa sesuai peraturan pcnmdang—undangan y

Lo - ) ; i bidang
d. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap keg;atan-kcgman di bidang
kepegawaian |

sesuai dengan

o

pelaksanaan fugas lain vang diberikan oleh Kepala Badan
tugas pokok dan fungsinya.

n dipimpin oleh seorang

ab kepada Kepala

merintahan dan Kepegawata

(2) Bidang Pengawasan Pe
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jaw.

Badan.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 33

Bidang Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fugas pokok membaniul
Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas pengawasan di bidang ekonomi dan

pembangunan.

Pasal 34

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan
Daerah ini, Bidang Pengawasan Fkonomi dan Pembangunan mempunyat fungsi:

a. pengkoordinasian, ~perencanaan pemeriksaan,  penyusunan petunjuk
pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidang ckonomi dan pembangunan

b. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang perekonomian dan

pembangunan :
¢. pengkoordinasian ...
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¢. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap kegiatan - kegiatan di bidang

pertanian, industri, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, pertambangan,
perhubungan dan pariwisata ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan scsuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

B Y > 8 g 1 . g5 % -
(2) Bidang Pengawasan Ekonemi dan Pembangunan dipimpin oleh scorang Kepala
Q1 ’ o ] . ) N -
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7
Bidang Pengawasan Kescjahteraan Masyarakat

Pasal 35
i > Y N Je .
Bidang Pengawasan Kescjahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan dalam menyelenggarakan fugas pengawasan di bidang kesejahteraan
masayarakat,

Pasal 36

1 1. 1 1. 2 .
(1) Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan
Daerah ini. Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi

a. pengkoordinasian, perencanaan — pemeriksaan, — penyusunan petunjuk
pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidang kesejahteraan masyarakat

b. pengkoordinasian  pemeriksaan terhadap  kegiatan i bidang
penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, sosial keagamaan, kesehatan
masyarakat dan kependudukan;

(o}

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(2) Bidang Pengawasan Kescjahteraan Masyarakat dipimpin olch seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 8
Bidang Pengawasan Kekayaan dan Keuangan

Pasal 37

Bidang Pengawasan Kekayaan dan Kcuangan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas pengawasan di bidang kekayaan dan
keuangan.

Pasal 38

(1) Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan
Daerah ini, Bidang Pengawasan Kekayaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian ...
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a. pengkoordinasian  perencanaan  pemeriksaan, - penyusunan petunjuk
pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidang kekayaan dan keuangan 7

b. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang kekayaan dan
keuangan daerah :

¢. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  scsuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(2) Didang Pengawasan Kekayaan dan Keuangan dipimpin olch scorang Kepala
Bidang vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 39

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

Bagian Ketiga
Kantor Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40
(1) Kantor Pertanahan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kahupatcn dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di bidang

pertanahan.

(2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
Peraturan Daerah ini, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanahan;

c. pengaturan, penatagunaan, pengukuran, pendaftaran, pengurusan hak-hak atas
tanah ;

d. penyusunan ...
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d. penyusunan program kerja di bidang pertanahan

¢ pclaksanaan tugas lain vang diberikan olch Bupati scsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisast

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi Kantor Pertanahan terdui dari :

a. Kepala Kantor ;

b. Subbagian Tata Usaha -

¢.  Scksi Pengaturan Penguasaan Tanah |
(. Seksi Penatagunaan Tanah :
¢
i

Scksi Hak-hak Atas Tanah :
Scksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan adalah scbagaimana tercantum
dalam Lampiran 01 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 44

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah ini

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Pertanahan.

Pasal 46

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan
Dacrah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan pelaporan Kantor Pertanahan ;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

¢c. pengelolaan administrasi keuangan |

d. pelaksanaan urusan rumah fangga, sural menyural, kearsipan  dan

perlengkapan |

¢. pelaksanaan ...



. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor scsuai dengan tugas
pokok dan {ungsinya.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf S
Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah

Pasal 47

Scksi Pengaturan Venguasaan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang pengaturan penguasaan tanah,

Pasal 48

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 47 Peraturan
Dacrah ini, Seksi pengaturan penguasaan tanah mempurnyai fungs :

a. penyusunan dan penyiapan rencana kebijakan teknis di bidang pengaturan,
penguasaan dan kepemilikan tanah

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. pengendalian, penguasaan dan
pemilikan tanah serta pengalihan hak atas tanah :

(g}

pembinaan, perizinan dan pelayanan umum di bidang pengaturan,
penguasaan tanah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dipimpin olch scorang Kepala Scksi vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Seksi Penatagunaan Tanah

Pasal 49

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelenggarakan tugas pertanahan di bidang Penatagunaan Tanah.

Pasal 50

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan
Daerah ini, Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana  kebijakan teknis  dan  pembinaan di bidang
penatagunaan tanah dan tata ruang ;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang Penatagunaan
Tanah:

¢. perizinan ...
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periznan dan pelayanan wmum serta pengendalian perubahan penggunaan
tanah dan arahan lokasi scsuai dengan penatagunaan tanah dan tata ruang ;

pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Kepala Kantor sesuat dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Sckst Penatagunaan Tanah dipimpin olch scorang Kepala Scksi vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor,

Paragraf 7
Scksi Hak-T1ak Atas Tanah

Pasal 51

Sekst Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
melaksanakan tugas pertanahan di bidang hak-hak atas tanah,

Pasal 52

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok secbagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Daerah ini, Seksi Hak-hak atas Tanah.mempunyai fungsi :

a.

b.

(]

w

penyusunan rencana  kebijakan teknis,  pembinaan bimbingan  dan
pengendalian hak-hak atas tanah ;

pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, permohonan dan pemberian hak
atas tanah |

pelaksanaan identifikasi permasalahan hak-hak atas tanah serta penyelesaian
masalah pertanahan ;

pembinaan dan pelayanan umum di bidang hak-hak atas tanah ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Hak-hak atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 8
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 53

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Kantor dalam menyelenggarakan fugas pertanahan di bidang pengukuran dan
pendaftaran tanah.

Pasal 54

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

a. penyusunan .....
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4. penyvusi i 1
yusunan rencana kebijakan teknis di b i
Wk, jakan teknis di bidang penenluran, pendafiaran
» peralthan dan pembebanan hak
b pelaksa
: sanaan penpuk sme 1
pengukuran, pemctaan dan konversi hak-halk atas tanah -

¢ penvelengpar: g X 1 1
p”.»mgglman pendaftaran  hak, informasi, peralihaan  hak, serta
pembebanan hak atas tanah

d. pelayan; i bi rali
pelayanan umum di bidang peralihan dan pembebanan hak atas tanah

¢ pembi an pelaks
1 11,11}3311 dan pelaksanaan pelayanan umum di hidang pengukuran dan
pendafiaran tanah ¢ o

L.

selaksanaan tugas lain v iberi ‘ ' i
i .l\nm n tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya

Sckst P ‘ T ipimpi i
ckst Icngukgr.m dan Pendaftaran Tanah dipimpin olch scorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor,

Bagian Keempat
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55
Kantor Tenaga Kertja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
Kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 56

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyclenggarakan tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan  dan

{ransmigrasi .

a.

b.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimaria dimaksud dalam Pasa} 36
Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi -

perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan

dan pelayanan transmigrasi |

¢. pengkoordinasian ...
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Penghoordinasian pelaksanaan, pelavanan di biday pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja, penyaluran lenag

a kerja, hubunean industial dan pengawasan tenaga
Kerja serta penyelenggara

an transmigrast

d. penyusunan program kerja di bidang ketenagakerjaan dan transmigras |

(o}

pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Bupati sesuat dengan tugas pokok dan
fungsmya,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal s§

Susunan Organisasi K antor Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala Kantor

b, Subbagian Tata Usaha -

¢. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja .
d. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja ;
¢. Scksi Transmugrasi

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 59

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dan 57 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

Pasal 61

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturan
Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program ketja dan pelaporan Kantor Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian

¢. pengelolaan administrasi keuangan |

d. pelaksanaan ...
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i lan
rat. kearsipan ¢
d. pelaksanaan urusan fumah  tanggd, qural  mem urd
perlenghapan:
. . i dengan (ugas
ang diberikan olch Kepala Kantor sesud! deng

pelaksanaan tugas lain Y
pokok dan fungsinya-
4 la gubbagian yang perada di

ata Usaha dipimpin oleh scorang Repd

2) Subbagian T
- Y b kepada Kcpala Kantor.

pawah dan pertanggung Jawd

paragraf 5 L
Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran [cnaga ket
Pasal 62
Lty  rugas pokok
an Penyaluran Tenagd Rerja mempunyal tugas P¢
dan Penyalura g g

Sehsi Pendidikan, Pelatihan npt ’
dalam nwnyelcnggamkan tugas di bidang Pen

membantu Kepala Kantor
pelatihan dan penyaluran tcnaga kerja.

Pasal 63
62 Peraturan

aimana dimaksud Ppasal
(2 mempunyal

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebag ?
aluran Tenaga Ketl

Dacrah ini, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Peny

fungst :
a. penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan dan

penyaluran tenaga kerja ;
lifikasi serta perizinan Jembaga pelatihan

b. penyiapan standarisasi dan fest kua
as pelatihan ;

dan produkiifitas, jumlah, lokasi dan fasilit

erluasan dan penyaluran tenaga

perencanaan peng.koordinasian penempatan, p

kerja

[}

erja melalut instansi pasar kerja,
ta, Antar Kerja Antar Daerah
Antar Kerja Antar Negara

d. pembimbingan dan arahan kepada pencart k
bursa kerja dari pemerintah maupunl SWas
(AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan

(AKAN)
¢. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesual dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor.

Paragraf 6

Scksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja
Pasal 64

Seksi Hubun:gan Indl_lsm'al dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyal fugas pokok
memba.ntu Kepala Kantor dalam menyelenggarakan tugas di bidang Hubungan
Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja. ”

Pasal 65 .....
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Pasal 65

(1) Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 64 Peraturan

If?ael'qll ini, Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai
ungst

b.

(8]

penyusunan rencana kebijakan tcknis di bidang hubungan indusirial dan
pengawasan tenaga Kerja

pembinaan dan bimbingan terhadap orpamsasi pekerja dan pengusaha serta
uinit kerja perusahaan

penzinan  dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial  dan
pengawasan tenaga kerja

pengkoordinasian pelaksanaan pembentukan organisasi hubungan industrial,
syarat-syarat kerja dan sarana lingkungan kerja ;

pembantuan penvelesaian masalah ketenagakerjaan |

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan fugas
pokok dan fungsinya.

(2) Scksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin olch seorang
Kepala Scksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor.

Paragraf 7
Seksi Transmigrasi

Pasal 66

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
melaksanakan tugas di bidang transmigrasi.

Pasal 67

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan
Daerah ini, Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi :

o

penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang transmigrast ;

pelaksanaan penyuluhan, bimbingan, pemantauan pelaksanaan pemindahan
penduduk dan pengungsi ;

pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk pelayanan umum di bidang
transmigrast ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Transmigrasi dipimpin oleh scorang Kepala Scksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
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Raiices Bagian Kelima
santor Per ‘1
crndugtnan, Perdagangan dan Koperast

' Paragraf 1
Redudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 68
(1) Kantor Pen ;
: enndustnig -
Pemerinah 1 ‘111:?}](‘* Perdagangan dan Kopersi merupakan unsur penunjang
P“’“Cln\nh}\";{, pa Ln.d.alam rangka mendukung  pelaksanaan luu:m-l‘uy;(;
ah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

(2) Kantor Pen
<) tantor Pernndustnan, Pe dan K :
. Perdagangan dan Koperasi dipimpin olch seorang Kepala

I\.'lm{')(“ ang b } h Van ld CI

Yang 1L1](ll 4] ~

\ - £ AN AW Cris gu ‘ / '
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Pasal 69

Kantor Peri i
: ndustrian, Perdagang - :
» Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu

Bupat  dalam m
i alam  menyelengearakan t :

) ggaraka ugas  pe ; R . s
perdagancan dan Koperas & pemenntahan  di bidang  penndustrian.

Pasal 70

Untuk menvelene ¢
: velenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Peraturan Daerah ini, K i
re ah ini, Kantor Perindustrian, Perdagang; - ,
fungsi - ustrian, Perdagangan dan Koperasi memipunyal

a. e « ehiiak ROSURI LR : .
perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperast

b.  penz '
perizinan  dan  pelaksanaan  pelayanan umum di bidang penndustrian,
perdagangan dan koperasi ;

C. pcmbmam}, bimbingan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi serta pengusaha kecil dan menengah -

d. pelaks'anaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 71
(1) Susunan Organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdirl dari

a. Kepala Kantor
b. Subbagian Tata Usaha
Seksi Perindustrian |
d. Seksi Perdagangan
Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

o

(2) Bagan Struktur Organisast Kantor Perindustrian. Perdagancan dan Koperast
adalah sebagaimana tercantur dalam Lampiran V' Peraturan Daerah 1.

Paragral 3 ...




<

Paragral 3
Hepala Kantor

Pasal 72

}' nal: r 6 5

epala Fantor mempunyar tugas pokok dan funpst schagaimana dimaksud dalam
~SpatE ‘ D . f

Pasal 69 daa 70 Peraturan Dacrah ini

Paragaaf 4
subbagian Tata Usaha

Dasal 73

Subbaostan Tata Ueiha H 1 ]
ubbagua Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

selawa Jomie . ) . g - 1
‘,“'\a nan tekvs admimsirast kepada semua unsur di linekunean Kantor Perindustrian,
Perergangan dan Koperasi -

Pasal 74

Untuk melakeanal an e 1 . :
H)f fuk melahsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 73 Peraturan
Dacrah i Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

[ X}

penyusunan - program  kerja  dan

pelaporan  Kantor Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi |

=3

pengelolaan administrasi kepegawaian -

¢ pengelolaan administrasi kevangan ;

d. pelaksanaan urusan rumah fangga, surat menyurat, kearsipan dan

perlengkapan;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Subbagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Perindustrian

Pasal 73

Seksi Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelenggarakan tugas di bidang perindustrian.

Pasal 76

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 75 Peraturan
Daerah ini, Seksi Perindustrian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang perindustrian ;

b. pembinaan ...
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pembinaan dan bimbingan

A : pengembangan sarana, produksi dan usaha di
bidang perindustrian -

(2]

pcn.gannhsnnn iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunta usaha di bidang
perndusiiian

d  penzinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian :

[¢]

pchkcnnnm tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya

N Ceaket Pois : - : " 1 i
(2) Seksi Permdusirian dipimpin olch scorang, Kepala Scksi vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor,

Paragraf 6
Seksi Perdagangan
Pasal 77

Scksi Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelengearakan tugas di bidang perdagangan.

Pasal 78

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 77 Peraturan
Daerah i1, Scksi Perdagangan mempunyai fungsi :

a. penvusunan rencana kebijakan teknis di bidang perdagangan

b. pembinaan dan bimbingan,  pengembangan sarana dan  usaha
perdagangan :

c. perizinan dan pelayanan umum di bidang perdagangan ;

d. penganalisaan iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha
bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri ;

e. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian |

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuat dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7
Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 79

Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Kantor dalam menyclenggarakan fugas di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah.

Pasal 80 .....



Pasal 80

(1) Untuk melaks

anakan tugas pokok sch
Daer

o : agaimana dimaksud Pasal 79 Peraturan
ah mi, Scksi Koper

ast, Usaha Keeil dan Menengah mempunyat fungsi
penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengal

pembinaan dan bimbine

an dibidang kelembagaan dan usaha perkoperastan
usaha kecil dan menen

aah
peranan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah.
pelaksanaan tueas lain vang dibenl

tan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Koperasi. Usaha Keeil dan

ek Menengah dipimpin  olch  scorang Kepala
Sckst vang berada di baw

ah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenam
Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan F ungsi

Pasal 81

(1) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan  tugas-tugas Pemerintah
Kabupaten di bidang pengendalian lingkungan hidup.

(2) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 82
Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam menyclenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup.

Pasal 83

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 82
Peraturan Daerah in. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian
lingkungan hidup ;

c. pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
d. pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) ;

¢. pelaksanaan ...
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pelaksap slactar :
aan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan :

[ pelak
- Pelaksanaan tugeas 14 iher
82 as lain v ik : I sesuai
S Q yang diberikan olch Bupali sesuai dengan tugas pokok dan
Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 84

(H

Susun; 1sast K f i :

an Organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari -
2. Kepala Kantor -
b. Subbagian Tata Usaha :
cl. ‘_\.(‘.l\iS! Analisis Dampak Lingkungan :
d. Sekst Pcnan@ulangan Pencemaran .
(2) Bagan Struktur

schac Organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup adalah
ehasamana tercantum dalam Lampiran V] Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 '
Kepala Kantor

Pasal 85

Kepala Kantor mempunyai tueas pokok i gaim, i
yar fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 dan 83 Peraturan Daerah ini,

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 86

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Pengendalian
Lingkungan Hidup.

Pasal 87

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 86 Peraturan
Dacerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan  pelaporan Kantor

Pengendalian
Lingkungan Hidup ;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

(e}

pengelolaan administrasi keuangan |

d. pelaksanaan wurusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan
perlengkapan.

¢. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
(2) Subbagian .....
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5 Subharian Tata usaha di impin ol :
(2) Subbagian Tata p el e

bawah dan bertanggung jawab kepac
paragraf 5
Selsi Analisis Dampak I ingkungan

l’(lSﬂ[ XS
g ]\ L [§ l\'b a a4
i YU‘J{L‘ p() .0 . m 1mbﬂnm p ]

an mempunyd me
( i a dampak lingkungan:

selst is1s I inokung
Scksi Analists Dampak LIngtung cr !
pas di bidang analis

Kantor dalam mcn)‘clcnggarakan fu

Pasal 89

- sraturan
agaimana dimaksud Pasal 88 Peraturd

kan fugas pokok scb su .
" punyai fungst:

(1) Uniuk menyclenggara )
ak Lingkungan mem

Dacrah ini, Scksi Analisis Damp
ok teknis binaan analisa
a. pengumpulan bahan, penyusunan dan petunjuk tcknis pem

dampak lingkungan ;

b. pelaksanaan pemantauan dan pemulihan Kualitas lingkungan ;
mbinaan

; : ' . st B
pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan program p
dan perwujudan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotan ;

d. pembinaan, perizinan  dan pelayanan  umum di bidang pengCHdﬂhﬂn
lingkungan hidup dan pembuangan limbah perusahaan ;
¢. pelaksanaan fugas Jain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Sekst Analisis Dampak Lingkungan dipimpin oleh scorang kepala Sekst yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6

Seksi Penanggulangan Pencemaran
Pasal 90

Seksi Penanggulangan Pencemaran mempunyai fugas pokok membantu Kepala Kantor
dalam menyelenggarakan fugas di bidang penanggulangan pencemaran.

Pasal 91

(1) Untuk menyelenggarakan t0gas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 90 Peraturan
Daerah ini, Seksi Penanggulangan Pencemaran mempunyat fungsi :

a. pengumpulan bahan  penyusunan dan petunjuk  teknis di bidang
penanggulangan pencemaran ;

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

¢. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi ...
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2 4 . -
(2) Seksi Penangoulangan Pencemaran Lingkungan dipimpin olch scorang Kepala
Seksi Yyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh
Kantor Perhubungan dan Pariwisata

Paragrat 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 92
(1) Kantor Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten  dalam  rangka mendukung pelaksanaan  tugas-tugas  Pemerintah

Kabupaten di bidang perhubungan dan pariwisata.

(2) Kantor Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berada di bawah dan bertangeung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah

Pasal 93

Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyat tugas pokok membantu Bupati
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan dan pariwisata

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas pokok ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

. perumusan - kebijakan teknis, pelaksanaan dan  pengendalian di  bidang
perhubungan dan pariwisata

pembinaan, perizinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan pari -
wisata |

O

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 95

(1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Paniwisata terdiri dari -

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
Seksi Teknik Pengujian Kendaraan ;
Seksi Pariwisata.

o e o e

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perhubungan dan  Pariwisata adalah
scbagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 ...

LIRS

bR

—
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Paragraf’ 3
Iepala Kantor

Pasal 96

Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyar ugas pokok dan tungst
sebagaimana dimaksud dafam Pasal 93 dan 94 Peraturan Daerah ini.

Paragrat 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 97

Subbagian  Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dj lingkungan Kantor Perhubungan
dan Pariwisata

Pasal 98

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 97 Peraturan
Dacrah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi -

a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan Kantor Perhubungan dan
Pariwisata -

pengelolaan administrasi kepegawaian

IS

pengelolaan administrasi keuangan ;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga, surat

menyurat, kearsipan dan
perlengkapan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 99

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Kantor dalam menyelenggarakan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan Jjalan.

Pasal 100

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 99 Peraturan
Daerah iy, Scksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi -

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

b. pengawasan .....
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Cngawas cngendali -
Pengawasan, pengendatian dan pelaksanaan sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan :

pcmlmlaag, penziman, dan  pelavanan  umum di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan :
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
(2) Seksi Lalu Lingag dan Angkutan J

. alan dipimpin olch seorang Kepala Seksi vang
berada di bawah dan berta

nogung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Seksi Teknik Pengujian Kendaraan

Pasal 101

Seksi Teknik Pengujian Kend

araan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor
dalam menyelengearakan tue

as di bidang pengujian kendaraan
Pasal 102

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Pasal 101 Peraturan
Daerah ini, Seksi Teknik Pengujian

Kendaraan mempunyai fungsi :

A penvusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan

teknis di bidang pengujian kendaraan -
b penzinan, pengujian, dan pelayanan umum bidang penguijian kendaraan;

¢ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

(2) Seksi Teknik Pengujian Kendaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7
Seksi Pariwisata

Pasal 103

Seksi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelenggarakan tugas di bidang Pariwisata,

Pasal 104

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 103 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. perumusan Kebijakan dan penyusunan perencanaan teknis pembinaan di
bidang pariwisata seni dan budaya ;

b. pengawasan, pengendalian pengembangan prasarana obyek kepariwisataan,
sarana dan prasarana wisata dan pemasaran seni dan budaya ;

¢. pembinaan .....
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Pembinaan, perizinan dan pelayanan umum di bidang, pariwisata ;

penghoordinasian kegiatan pembinaan kesenian dan budaya, promosi wisala
dan pertunjukan seni dan budaya :

¢ pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Kepala Fantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Scksi Pariwisata dipimpin olch scorang Kepala Scksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Delapan
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 105

(1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan merupakan unsur  penuijang
Pemerintah  Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintah Kabupaten di bidang catatan sipil dan kependudukan .

(2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Dacrah.

Pasal 106

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang catatan sipil dan
kependudukan

Pasal 107

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
Peraturan Daerah ini, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan
penduduk ;

b. pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk :

¢. pencatatan dan penerbitan akta - akta catatan sipil ;

d. pengkoordinasian dalam rangka administrasi catatan sipil dan kependudukan;

¢. pelaksanaan penyuluhan bidang catatan sipil dan  kependudukan kepada
masyarakat ;

f. penyimpanan, perubahan dan pemcliharaan akta dan data kependudukan :

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2 .....
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Paragral” 2
Sustnan Oreanisas

Pasal 108

(1) Susunan Orpanisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdint dart

d.

b

c.
d.
€

)

Kepala Kantor :

Subbagian Tata Usaha -

Sckst Administrast lependudukan:
Seksi Catatan Sipil ;

Scksi Penytmpanan dan Perubahan.,

Bagan Struktur  Organisasi Kanlor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah

schagammana fercantum dalam Lampiran VIIT Peraturan Dacrah ini.

Paragraf 2
Kepala Kantor

Pasal 109

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan 107 Peraturan Dacrah ini

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 110

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Catatan Sipil
dan Kependudukan .

Pasal 111

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 110 Peraturan
Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja dan pelaporan Kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan

pengelolaan administrasi kepegawaian |
pengelolaan administrasi keuangan |

pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan  dan

perlengkapan.

pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf .....




Paragraf 3
Scksr Administrac Kependudukan

Pasal 112

Sekst Administrasi Kependudukan mempunyan tugas pokok membantu Kepala Rantor
dalam menyelenggarakan fugas di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 113

(1) Untuk menyelengearakan tugas pokok schagaimana dimaksud Pasal 112 Peraturan
Daerah ini, Seksi Administrasi Rependudukan mempunyai fungsi:
A pelaksanaan pendafiaran dan pencatatan administrasi kependudukan
b pelaksanaan  pengumpulan dan pengelolaan  pelayanan  pendafiaran
penduduk;
pemeriksaan dan penclitian berkas pendaftaran penduduk ;

pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluarga dan Rartu
tanda penduduk ;

d.

¢. pclaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Scksi Catatan Sipil

Pasal 114

Sekst Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelengoarakan tugas di bidang pelayanan akta.

Pasal 115

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 114 Peraturan
Daerah ini, Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi -

a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan , pemeriksaan dan penclitian berkas
pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran dan akta
kematian ;

b. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas
pencatatan,  pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan dan per-
ceraian ;

¢. pelaksanaan pendafiaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas
pencafatan,  pengelolaan data serta penerbifan akta pengakuan dan
pengesahan anak |

d. pelaksanaan pendafiaran dan pencatatan, pemeriksan dan penelitian berkas
pencatatan laporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan
dan pengesahan anak di luar negeri ;

¢ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi ...
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{2) Seksi Catatan Sipil dipimpin olch scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7
Scksi Penyimpanan dan Perubahan

Pasal 110

Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantos

dalam menyelenggarakan tugas di bidang penyimpanan dan Pi‘mb“h‘m dat
Lependudukan.

Pasal 117

(1) Untuk menyelengearakan tugas pokok sebagatmana dimaksud Pasal 116 Peraturan

Daerah i, Scksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai fungst:

a. pencrimaan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk :
= b. perumusan sistem, penganalisaan dan aplikasi data pendaftaran dan

pencatatan penduduk ;

¢. penvimpanan dan pemeliharaan data  pendaftaran  dan pencatalan
penduduk :

d. pencatatan atas perubahan akta dan dokumen kependudukan.;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

o«

(2) Seksi Penyimpanan dan Perubahan dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesembilan
Kantor Pengolahan Data dan Arsip Daerah

- Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 118

(1) Kantor Pengolahan Data dan Assip Daerah merupakan unsur penunjang
Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan fugas-tugas
Pemerintah Kabupaten di bidang pengolahan data dan pengelolaan arsip daerah.

(2) Kantor Pengolahan Data dan Arsip Dacrah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 119

Kantor Pengolahan Data dan Assip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menvelenggarakan fugas pemerintahan di bidang pengolahan data dan
pengelolaan arsip daerah.

Pasal 120 .....



Pasal 120

Umu- ol : ,

% k menyelengoarakan tuas pohok schagaimana dimaksud dalam Pasal 119

‘er Naatah ta 15 .
aturan Dacrah mi, Kantor Pengolahan Data dan Arap Dacrah mempunyar fungsi .

Perimusan dan penyiapan rencana program di hidang pengumpulan. pengolahan,
analisis data, penyajian intormasi dan pelaporan data

) T > ¢ 14 I ¢ ’

b pengendalian arus data masukan dan Keluaran, perckaman serta penyimpanan file
data secara clektronik -

g

perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan arsip -

. pengadaan, pengumpulan. pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian data
dan arsip |

pelavanan umum di bidang penyajian data dan kearsipan :

pelaksanaan tugas lain vang diberikan ofch Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinva.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 121
(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data dan Ausip Dagerah terdiri dari :
4. Nepala Kantor ;
b. Subbagian Taia Usaha :
¢. Seksi Pengolahan Data ;
d. Seksi Arsip Daerah.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data dan Arsip Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 122

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 dan 120 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 123
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Pengolahan
Data dan Arsip Dacrah.

Pasal 124 .....



(1) Untuk melaksanakan tuu

(2)

Scksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam

Pasal 124

as pokok sebagaimana dimaksud Pasal 123 Peraturan

acral ing, Subbagian Tata Usaha mempuiyat fungsi |

4. penyusunan program kerja dan pelaporan Kantor Pengolahan Data dan Arsip
Dacrah: B

pengelolaan administrasi kepeeawaian -
pengelolaan administrasi kenangan -

d. pelaksanaan  urusan  rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan
perlengkapan:

pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Kepala Kantor sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin olch scorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertangeung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Pengolahan Data

Pasal 125

menyelenggarakan tugas di bidang pengolahan data.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 125 Peraturan

(2)

Pasal 126

Daerah ini, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi :

a. penyusunan, penyiapan pedoman tcknis pengumpulan, pencatatan dan

verifikasi data masukan ;

b. pengkoordinasian penyusunan data, Klasifikasi, perckaman, pemeriksaan,

pengendalian dan pelayanan data |

¢. pembinaan serta pelayanan komputerisasi di lingkungan Pemerintah Kabu-

paten ;

d. pengendalian arus data masuk dan Keluaran, perckaman, pengoperasian

komputer dan penyunpanan file data |

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6 .....

—
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Paragraf ¢
Scksi Arsip Dacrah

Pasal 127

chsi- Arsip Dacrah Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan.

Pasal 128
T . SHTA . . . A
(1) Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 127 Peraturan
araly tevg O alent . ; A
Daerah i, Seksi Arsip Dacrah mempunyai fungsi -
4. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan :

b. pengumpulan dan pengelofaan arsip ;
¢. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan kearsipan :

d. pelaksanaan penilaian, dan penycrahan arsip statis dacrah kepada Kantor
Arsip Nasional Republik Indoncsia scsuai peraturan pcrundang—undilﬂgﬂn
vang berlaku :

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesepuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 129

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-
tugas Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh scorang
Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 131 ...



Pasal 131
Untuk
menvele i i 20 3

b nenyclenggarakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam Pasal 130
me an Dacrah ini, Kanior Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
nempunyai fungsi | :

perumusan kebijakan tcknis di bidang  kesatuan bangsa dan perlindungaft
masyarakat :

b. pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

¢. pengkoordinasian dan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat ;

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua dengan fugas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 132

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa s erlindungan Masyarakat terdiri
gsa dan Perlindung i

dart

a. Kepala Kantor :

b. Subbagian Tata Usaha :

¢. Seksi Kesatuan Bangsa

d. Scksi Perlindungan Masyarakat.

n Perlindungan

(2) Bagan Struktur Organisasi Kanior Kesatuan Rangsa da
aturan Dacrall

Masyarakat adalah sebagaimana tercantum datam Lampiran X Per
ini.

Paragraf 3

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 133

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 dan 131 Peraturan Daerah ini

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 134

ai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

Subbagian Tata Usaha mempuny
ur di lingkungan Kantor Kesatuan

pelayanan teknis administrasi kepada semua uns
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 135 ...




ﬁ"‘“ B

Pasal 135

() u
Pintuk melaksanat. :
Dmmh * . .m.lka‘n l'u‘gas pokok sebagatrmana dimaksud Pasal 134 Peraturan
i, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

& penyus g |
{) Sunan program kerja dan pelaporan Kantor Kesatuan Bangsa dan
etlindunpan Masyarakat -

pengclolaan administrasi kepegawaian ;
pengelolaan administrasi Keuangan :

1

d. pelaksan: | ‘
pelaksanaan  urusan  rumah tangpp, surat  menyural, kearsipan ~ dan
perlengkapan:

o

pelaksanaan tugas Tain vang diberikan olch Bupati sesuat dengan tugas pokok
dan fungsinva.

~ - ‘ N s . I
<) Subbagian Tata usaha dipimpin olch scorang Kepala Subbagian vang berada .
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 136
Scksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
menyelenggarakan tugas di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 137

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 136 Peraturan
Daerah ini, Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa ;

b. pengkoordinasian penyusunan program di bidang pembinaan Kesatuan
Bangsa ;

¢. pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa
d. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga ;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6 .....
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Paragraf 6
Schsi Perlindungan Masyarakat

Pasal 138

Sekst Perli
kst 1cr|_mdungan Masvarak

1. at me ai tueas pok : cepala K ‘
dalam menyelen empunyai tugas pokok membantu Kepala Kantot

cearakan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat.
Pasal 139

(1) Untuk mg
Dact. ‘l’~?“_11)‘_?|enf:;gax'aki;111 tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 138 Peraturan
dcrahni. Sekst Perlindungan Masyarakal mempunyai fungsi -

d. CIVHS A e . .. qbqe i g
penyusunan rencana kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
b. peninok . :
pemingkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masvarakat ;

. AN G . e /
penyusunan program kesiagaan terhadap ancaman bencana, penyelamatan

dari beneana dan rehabilitasi akibat bencana

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor sesual dengan

pokok tugas dan fungsinya.

W Skt Peh . L . & sl
(2) Seksi Perfindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sekst yang berada

di bawah dan bertangaung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagran Kescbelas
Kantor Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungst
Pasal 140

(1) Kantor Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di
bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat .

(2) Kantor Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Pasal 141

Polisi Pamong Praja mempunyal tugas pokok membantu - Bupatt dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ketentraman, Lketertiban masyarakat

dan penegakan peraturan dacrah.
Pasal 142

Untuk menvelenggarakan mgas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141

oraturan Daerah ini, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang ketentraman,
ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah ;

b. pengolahan ...
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b Coe o Leliwn YANE
legmlnhan data dan informasi yang menyangkut puns(mu-]unsm yang
ocrkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyaraka

- peny - ; - wfentraman.  ketertiban

b penyusunan rencana Kegiatan operasional pembinaan Relentramail. &
Masvarakat dan penceakan peraturan dacrah

Praja:

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan personil Polisi Pamong
¢ penertiban dan penceakan peraturan dacrah

o1 S an ketertt 1asyarakat |
L. penizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan keter fiban masys

_ . o . o a5 pokok dan
pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan (ueas |

fungsinya.

i)

Paragraf 2
Susunan Organisas

Pasal 143
(1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari :
2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja ;
b. Subbagian Tata Usaha ;
. Sekst Ketentraman dan Ketertiban ;
d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah .
(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Dacerah ini.
Paragraf 3
Kepala Kantor
Pasal 144
Kepala Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dan 142 Peraturan Daerah ini
Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha
Pasal 145
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Polisi Pamong
Praja.

Pasal 146 .....



)

Pasal 146
My
Ntk melak ,
acx‘al1ri‘k~la}.\snn“k“" tugas pokok schagaimana dimaksud Pasal 145 Peraturan
i, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi -

=~

enyus , L : o e
Penyusunan program kerja dan pelaporan Kantor Polisi Pamong Fraja ;

b s b g
pengelolaan administrasi Kepegawaian |

pengelolaan administrasi Keuangan ¢

d il ;
pelaksanaan urusan  rumah tanoga, surat menvurat, kearsipan dan

perlengkapan:

pelaksanaan tugas Jain vang diberikan olch Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya

) A} " v . & . . 1
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 147

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Kepala kantor
dalam menyelenggarakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 148

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 147 Peraturan
Dacrah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan  di bidang
ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

b. pengolahan data dan informasi yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang
berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat

¢. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d. perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban
masyarakat ;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragrat 6 ...



‘ Paragral® 6

Seksi Penceakan Peraturan Dacrah

| Pasal 149

Seksj p
SHeneyakan p ]

d gakan Peraturan Daer

M menyelenoo ah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor

AraN 1 ot Bl
akan tugas di bidang penceakan peraturan dacrah

Pasal 150
(1) Unmy,
K melaksanak; : :
Ksanakan fugas pokok schacaimana dimaksud Pasal 149 Peraturan

Dacral Sl
CACTal 1, Seksi Pencoakan Pes ; .
>ekst Penegakan Peraturan Dacrah mempunyar fungst -

b '&il—‘r‘;;“:“‘“‘ Kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan pencgakan Peraturan -
b. pembinaan dan bimbingan di bidang operasi dan penertiban  Peraturan I
Daerah; - '
¢ pengkoordinasian penegakan Peraturan Perundang-undangan; »
d. penyusunan rencana Kegiatan operasional penegakan Peraturan Dacrah ; |
C. penertiban dan penegakan Peraturan Dacrah -
£ pclaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas
DOkOk dan fungsinya. {
(2) g:iséanilll;eiik:;‘nchramran Daerah dipimpin 01::11 seorang Kepala seksi yang
a awah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor. 2
BAB II
TATAKERJA
Pasal 151

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Sekretariat,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi wajib
menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun
horisontal,

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 152

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada
atasan masing-masing,

(2) Setiap .....




i 13 |
(2) Si‘iia‘) i : £
Ipor; :
dio) POrIN yang diterima of J s dait bava -
dan  dipere a olch pimpman sauan organisasai dat bawanan, i
| [ | @ pmlsacyas i
mg Mberiky, g gunakan  sebasai bahan penyusunan - lebih fanjut  untuk

ctunjuk kepada bawahan,
Pasal 153

It‘“mlﬂ Bidang. 1ce v : '
Subbidang mf: ‘wml_.x Sckretariat, Kepala Scksi, Kepala Subbagian dan Repdle
Teknis (z&u | \"\dlll])all\‘ln faporan tepat pada waktunya hepada Kepala Tcmbasd
N ni denean bidang fugas dan fungsinya, (l.;m Ieepala Lembaga Tekuis
‘ aporan tersebut dan menvuson |:;|'v<.';‘4'” uatuk disampaikan tepat pada
¢pada Bupati melalui Sekretaris Dacrah

mcnampunu
Waktunya 1

0

Pasal 151}

Kepala I embaea
terjadi penyim
keteng

Teknis wajib meneawasi bawahannya masing-masing dan apabila
. pangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan scsuai denge
Han perundang-undanean vang berlaku.

Pasal 155
Kepala T¢ Tekn e
. -mbaga Teknis berfanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

baw ¢ I i | -
| vahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pealamnit
tugas bawahannya. |

Pasal 156
Kepala Lembaga Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk peraturan
perundang-undangan yang berfaku dan bertanggung jawab serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 157
Dilingkungan Badan dan Kantor dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 158
Pengangkatan  dan pemberhentian  dalam jabatan  struktural  dan fungsional

sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI.....




M

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 139

{‘ 11
L ﬂ] 107 .
|. 1(';‘ V2 tnks , . TAlemia ‘ 1“
. W penjabaran tugas pokok dan fungsi 1embaga Teknis akan ditctapka

Putnsan Bupai

Pasal 160

egan by Jturan yang bertentangan

d ahunva Peraturan dacrah i maka semua Per

1nan Peraturan Paer
Feratuion Dacrah ini dimvarakon tidak berlaku.
Pasal 101

eraturan Nacraiy ;
0 Dacren g moular bedaku pada tangoal dindangkan.

neundangan Peraturan

\oar seliin o
ap orang dapat meneclahuinya, e ‘merintahkan pe
abupaten Kudus

i) 1 .
dengan mencmpatkannya dalam T embaran Dactah K

Disahkan di Kudus
pad: tanggal 2 Desember 2000

Dit hdan_l an :'7

SERRETARIS SIALRAH KABUPATEN KUDUS
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PENJELASAN
ATAS
PERATUKAN DAFRAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
K ABUPATEN KUDUS

PENJELASAN UMUM
ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
“ v ang Kewenangal

Dengan dasar kewenangan p
Nomor 25 Tahun 2000 tent !
2 menunjang

Pemerintah

Pemeriniahan Daerah, dan Peraturan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi schagat Daerah Otonom, maka gun

' / -ndasark ada asas
lelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mendasarkan pa;h irlu
Desentralisasi dalam rangka mewujudkan otonomi Juas, nyata dan bertanggung Jf\\l/a D p“h

- N $ aad o ¢ ac
mengadakan penalaan ulang dan pen ali organisasl perangka :

1bentukan kemb.
Kabupaten Kudus yang baru.
Nomor 84 Tahun 2000 tenfang Pedoman

yang membantu Bupati  dalam

an Pemerintah
Dinas Daeral, Iembaga Teknis

Organisasm.,cmba ga

Berdasarkan pada Peratur
ari Sekretariat Daerah,

Organisas Perangkat Daerah,
penyelenggaraan pcmcrinmh:m terdiri d

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
ari Badan dan Kantor

«i dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah terdiri d
gas dan fungsinya masing-masing adalah merupakan unsur penunjang
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Organisa
sesuai dengan fu
Pemerintah Kabupaten dalam
mbangan teknis yuridis dan teknis penyusunan organisasi serid
pertimbangan penataan besaran organisasi yang meliputi karakteristik potensi dan kebutuhan
Daerah, kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur maka perlu
penfuk kembali dan menctapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi
dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 2 (dua) Badan, yaitu Badan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengawasan Fungsional Daerah
serta 9 (sembilan) Kantor, yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Tanaga Kerja dan Transmigrasi,

Pengendalian Lingkungan Hidup.

Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kantor
Kantor Perhubungan dan Pariwisata, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kantor

Pengolahan Data dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

dan Kantor Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan perti

mem

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf as/d ¢ - cukup jelas.

Pasal 1 huruf . Sifat mandiri pada jabatan fungsional mengandung  pengertian
bahwa tanggung jawab hasil pelaksanaan fugas dan kewenangan
pelakgnaan tugas jabatan fungsional melekat pada pejabat
fungsional tersebut.

Pasal 4.....




Pasal 4 S :
bcbag‘m l;mbaga eknis yang mempunyai tugas pokok di bidang
koordinasi perencanaan pembangunan,maka Badan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Dacrah tidak dapal melaksanakan
lugas sebagai unsur DCL’II\'SJH“ diluar fugas-tugas pcrcncnnu.m.

Pasal S ¢/d 140 Cukup jelas.

Pasal 141 Tugas Penegakan Peraturan  Dacrah  oleh Polisi  Pamong
Praja adalah penegakan yang bersifat represif dan non vustisial

sesuat den aan kcwcnungmm'a.

Pasal 142 s/d Pasal 161 © Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 18
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